








1. Berdasarkan pembahasan yang sebagaimana dilakukan dalam bab II, 
dapat diambil kesimpulan bahwa peran yang dilakukan oleh Lembaga 
Ombudsman DIY dalam upaya mengatasi maladministrasi dengan melakukan 
upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif yang berupa sosialisasi 
yang dilakukan kepada masyarakat serta SKPD dan telah berjalan dengan baik 
serta upaya represif berupa menindak lanjuti laporan masyarakat. 
2. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh LOD DIY dalam upaya 
mengatasi maladministrasi adalah sebagai berikut : 
a. Hambatan dari segi geografis 
Letak Kantor LOD DIY yang berada di Kota Yogyakarta menyebabkan 
kurangnya antusias masyarakat untuk melaporkan adanya maladministrasi. 
b. Hambatan dari segi peraturan 
Dalam Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2014 tentang Ombudsman dan 
Tata Kerja Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta LOD DIY 
tidak memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi lebih lanjut terhadap 
pejabat negara yang melakukan maladministrasi dan tidak mematuhi 
kesimpulan maupun rekomendasi yang diberikan oleh LOD DIY. 






Sarana prasarana yang dimiliki LOD DIY masih kurang memadai, karena 
LOD DIY bekerja berdasarkan APBD daerah yang tidak menentu 
jumlahnya. 
 
3. Upaya yang dilakukan LOD DIY untuk mengatasi hambatan-hambatan 
dalam upaya mengatasi maladministrasi  adalah sebagai berikut : 
a. Hambatan dari segi geografis 
Dalam mengatasi hambatan dari segi geografis LOD DIY melakukan 
kunjungan ke Kabupaten yang ada di Provinsi DIY, melakukan audit sosial 
kepada karang taruna di Kabupaten tersebut dan menjadikan agen 
pengawasan di daerah mereka sendiri. 
b. Hambatan dari segi peraturan 
Upaya untuk mengatasinya adalah LOD DIY tetap melakukan pemantauan 
berupa monitoring dan evaluasi terhadap kesimpulan maupun rekomendasi 
yang telah dikeluarkan LOD DIY sebanyak 3 kali atau sampai pejabat 
pemerintah terkait melakukan apa yang telah direkomendasikan oleh LOD 
DIY. 
c. Hambatan dari segi sarana prasarana 
LOD DIY tetap berusaha untuk melaksanakan tugas sebaik mungkin 
walaupun dengan sarana prasarana yang belum memadai, agar masyarakat 








1. Pemerintah DIY lebih meningkatkan lagi sarana dan prasarana LOD DIY 
agar LOD DIY dapat lebih maksimal dalam menjalankan tugas dan 
fungsinya. 
2. Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta lebih banyak lagi 
melakukan sosialisasi terhadap masyarakat mengenai adanya LOD DIY 
terutama di daerah-daerah terpencil agar masyarakat paham apabila terjadi 
maladministrasi  dapat diadukan ke LOD DIY. 
3. Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta harus lebih 
meningkatkan lagi pengawasan atau memiliki inisiatif sendiri terhadap 
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